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ABSTRAK 

Pembahasan ini untuk mengetahui eksistensi hukum adat dalam proses perkembangan 
hukum setelah reformasi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan historis , data 
yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini diharapkan 
menghasilkan proses perkembangan hukum adat yaitu ketika hukum adat dan hukum 
Islam bertemu dan saling melengkapi dan tidak ada kontrofersi  antara hukum adat dan 
hukum Islam, selain itu bagaimana proses peradilan antara hukum adat dan hukum 
Islam ketika pemerintah melakukan keseragaman hukum dan penggabungan hukum 
melalui kodifikasi dan unifiasi.Hukum positif yang hidup melalui aturan perundang-
undangan serta hukum adat itu sendiri yang masih ada hingga sekarang dan diakui 
ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

Kata kunci : Hukum Keluarga, Keluarga Islam, Hukum Adat Indonesia 

A. Pendahuluan   

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling 

mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan 

dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu 

batas teritorial kenegaraan. 

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah 

hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-

pertanyaan seperti seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia 

itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air? Maka dapat dijawab dengan 

memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia. Di 

samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan 
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sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi 

yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini 

dengan hukum Islam.  

Agama menjadi ciri universal kehidupan sosial manusia. 1  Proses sejarah 

hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan 

juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang 

diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan 

telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses 

Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika. 

B. Pembahasan 

1. Agama dan Pengaruh Kebudayaan di Indonesia 

Didalam alam semesta, manusia masih melihat adanya kekuatan-kekuatan 

gaib yang harus dikuasai dengan berbagai macam upacara agama. Kekuatan 

yang kodrati ini dianggap kepercayaan dan nilai bersama yang bersinggungan 

dengan keyakinan.2 Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut 

sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad 

ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan 

nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai 

titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim.  

Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat 

Islam pertama. Berkembangnya komunitas muslim itu kemudian diikuti oleh 

berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan 

ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. 

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah 

nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul 

berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri 

Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan 

Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan 

Kesultanan Ternate serta Tidore. 

 
1 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, h. 95. 
2 Sutan Takdir Alisahbana, ‘’Pembangunan Kebudayaan di Indonesia di Tengah Laju Teknologi dan 

Ilmu Pengetahuan’’, Prisma 1981, h. 20. 
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Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah, itu 

tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang 

berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan 

tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang 

di tengah masyarakat muslim masa itu. 

2. Teori-Teori tentang Islamisasi Nusantara 

Sumber Islam murni langsung berasal dari Arab, dan masuk pertama kali 

di Aceh. Pendukun teori ini diantaranya Hamka. Cikal bakal penjajahan Belanda 

terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan 

Dagang Belanda di Hindia Timur, sumber Islam di kepulauan Melayu-Indonesia 

adalah anak benua India atau yang lebih dikenal dengan VOC.3  

Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran 

yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah 

Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di 

kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, 

VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi 

pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka 

bawa. 

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan 

kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-

hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk 

pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. 

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang 

dilakukan oleh pihak VOC, yaitu: 

a. Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan 

bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. 

b. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di 

tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini 

kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. 

c. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di 

Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. 

 
3 Richard C. Martin. Islam In Religious Studies, Pres, 1985, h. 106-123. 
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Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab 

Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki 

kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-

kaidah hukum pidana Islam. 

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga 

menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda 

kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 

tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah 

Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras 

mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini.  

Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama 

antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang 

mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah 

Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. 

Diantaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan 

(2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah 

(spiritual) saja. 

Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, 

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi 

untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa 

kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat 

setempat). 

Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische 

Staatsregeling  (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang 

intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama 

Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh 

sesuatu ordonasi. 

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang 

berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.4 

3. Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru 

 
4  K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), h. 18. 
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Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah 

eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu 

sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang 

mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 

15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat 

pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU yang kemudian 

menerima Manipol Usdek-nya Soekarno bersama dengan PKI dan PNI 

kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. 

Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan, 

salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan 

kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.  

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama 

ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang 

untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi 

ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan 

peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang 

semestinya. 

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, 

banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam 

upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan 

politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru 

membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh 

Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela 

Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa 

militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.5 

Lalu bagaimana dengan hukum Islam? 

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum 

nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk 

mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. 

Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba 

 
5 Robert Cribb, Menciptakan Indonesia, dalam Donald K. Emmerson, Indonesia Beryound Soeharto, 

h. 56. 
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mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan 

dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini 

kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang 

mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian 

membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan 

Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah 

Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya menurut Hazairin, hukum Islam telah 

berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. 

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU No. 

14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul 

dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-

bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, 

Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan 

penyebarluasannya kepada Menteri Agama. 

4. Legislasi dan Beberapa Aspek Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia 

Mencermati perjalanan Islam dala tentang sejarah manusia dapat diuraikan 

dalam dua pandangan. 6  Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan 

kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan 

yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya 

secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang 

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin 

membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum 

Islam.  

Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan 

daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan 

bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang 

bersifat umum. 

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit 

merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah 

membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-

 
6 Azyumardi Azraa, Pergolakan Politik Islam,(Jakarta: Paramadina, 1996), cet. 1, h. 11. 
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undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam 

tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun 2002. 

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi 

sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. 

Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan 

hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk 

kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum 

Nasional kita. 

C. Kesimpulan 

Era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh 

tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam. Bagi penulis, ide 

ini tentu patut didukung. Namun sembari memberikan dukungan, perlu pula kiranya 

upaya-upaya semacam ini dijalankan secara cerdas dan bijaksana dengan melihat 

hukum adat yang ada. 

Karena menegakkan yang Ma’ruf haruslah juga dengan menggunakan langkah 

yang ma’ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam 

sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan sunnatullah-nya. 

Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran 

yang cukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan 

anarkis yang justru tidak sejalan dengan kema’rufan Islam. 

Proses “pengakraban” bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah 

dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu 

saja upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini. 

Sebab tidak dapat dipungkiri, dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi 

sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-cita. 
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